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3 Perubahan
Gambar 2.4
dalam
halaman 38

4 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 38

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 al(an meningkatkan
Gross National htom.e pr kapita (Atlas Mettodl menjadi
US$5.410 atau bertahan pada kategori upper-middle iname
@untries di tahun 2O25 dart menjadi landasan awal dalam
pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
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5 Perubahan
Tabel 2. I
dalam
halaman 38

Tabd 2.r
SaEtEn Ekonomi Makro Tehun 2025

sa€aran 2m5

LaJu In[.si, Ihd.ka H6raa rlon8umcn (lHK) {'^, yo!0: Akhir 2.511,0.

2 Nilai Tuka! Ruphh IRp/uSDl l6.ooo. 15.90()tr

3 Cadlnsm Dcvi3a {rnilia, USDI t62.40

a CadarEm Dclie ldalalu buhn inpo4 6,4

5 Ncrace 'r.ansaksi Lrjalan l% PDBI lo,78lcr

6 Kontribuii PDB lndultri Pcngolahan {yC 20,a

7 Rasio PDB Pafi*isata ( 4,24,3

a Dcvisa lb'iwilara {mliar UsDl l7,lo-lE,3o

9 F.ndapat n tLSa.ra l% PDB) 12,36

lO ltndirnaan Perpajak n 19. PDB) to,2+

l1 K6cimb6na.n kiffi l% mBl

12 surplu!/Drtuit APBN {% PDBj

13 Stok Utana Pdr.unEh (Y. PDBI

14 FcrtuEbuhan Intt3t8i {PMTBI (%)

l5 Nitai R.alisasi PMA drn PMDN lTrilun Rp)

(0,261q d)

(2,53Pd)

39,15')

5,61

1.905,60

16 Nilai R.alkali PMA dm PMDN Scklor S.kundcr (Triliun Rp) 855,9

K.t d,aa: .) I(.lpat d l,uori DaE Ek@o M.!.b 7 F.bfldi 20as; bl M@r.rnob.rtLe
!<k 6b.rru d.t NiLi thlct Rupi.h hlllla,qail2o25t c) A48., P.n&pne ds B.LnF N.re lbhs
2o2q du.il Ana!- d.lu luru'r li,rl bGmilli ma.tit

6 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 39

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar
5,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang
diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro
fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi
dijaga stabil dalam rentang 2,5t1,0 persen (goy) dan nilai tukar
Rupiah pada rentang Rp16.OO0-Rp16.900 per USD.

7 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 39

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan [,embog.
Non-Profit yang meLayani rumah tangga ditargetkan tetap
tumbuh aeiring dengan tedaganya daya beli masyarakat. Hal ini
didukung oleh inflasi yang terjaga pada target yang ditetapkan
Pemerintah bersama Bank Indonesia serta peningkatan
pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan
tumbuh sejalan dengian dukungan pemerintah dalam
pembangu.nan. Kinerja ekspor akan menghadapi tantangan yang
cukup b€rat disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika
Serikat yang memicu perang dagang sehingga meningkatkan
ketidakpa.stian global. Kebiiakan tersebut berimplikasi pada
melemahnya permintaan terhadap ekspor serta disrupsi dalam
rantai pasok global. Meskipun demikian, kinerja ekspor
Indonesia tetap didorong untuk tumbuh mel,alui diversilikasi
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produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan
hambatan perdagangan, serta memitigasi sektor yang terdampak
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sementara impor
akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan
untuk penguatan fondasi transformasi.

8 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 39

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 39

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan
ekspor barang dan jasa bemilai tambah tinggi di pasar global
melalui ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi
Indonesia dalam rantai nilai global serta memanfaatkan peluang
di tengah ketidakpastian geopolitik global, melalui strategi (1)

sinkronisasi dan harmonisasi kebljakan perdagangan tarif dan
nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah
tinggr; (2) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia
termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi
marl@t intewence, business malching dan pengamanan pasar
ekspor; (3) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan
perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan
global serta meningkatksn efektivitas implementasi Itee trude
agreenent dan/atau omprehensiue ecoramic partnnrship
agreenent (41 peningkatan kapasitas eksportir untuk
meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan
ekepor dan bisnis e-omm.ercebgj pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah, pengembangan exporter rools untuk meningkatkan
lepasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam
rangka mendorong perdagangan hiiau yang berkelanjutan; (5)

integrasi informasi perdagangan intemasional termasuk
penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara
real-time; serta (6) penguatan koordinasi kebijakan dan
penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Perdagangan ddarn negeri diarahkan untuk dapat
meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai
nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas
ke pasar global melalui strategi (1) integrasi informasi
keunggulan daerah serta permintaan dan p€nawaran setiap
daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama
antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses
pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan
dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5)
pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah
termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta
pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk
penguat€n e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6)
optimalisasi pemanfaatan aafana perdagangan untuk

9
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persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan
domestik, {8) peningkatan perlindungan konsumen untuk
mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan
jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk
mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

r0 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 40

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi diharapkan
dapat menjadi pendorong target pertumbuhan ekonomi tinggi
pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian,
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.905,60 triliun
disertai tingkat efisiensi investasi tecermin dari Incremental
Capital Aipi Ratia yal:g diupayakan semakin menurun
menjadi 6,2. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan
iklim investasi secara signifikan, terutama terkait dengan
kepastian berusaha dan perlindungan terhadap investor yang
tidak hanya dipengaruhi oleh faldor-faktor ekonomi, namun juga
dipengaruhi oleh falrtor-faktor non ekonomi, di antaranya
praktik korupsi dan pungutan liar {ditandai dengan turunnya
Indeks PeriLaku Anti Korupsi Indonesia pada tahun 2024),
maraknya praktik suap (berdasarkan temuan Enterprise Survey
Indonesia tahun 2023 oleh Bank Dunia, serta lemahnya
penegakan hukum yang ditandai dengan rendahnya Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia hinsga tahun 2024 (37 poin) yang
jauh lebih rendah dari rata-rata global (44 poin). Oleh karena itu,
beberapa upaya yang mendesak dalam rangka mendorong
peningkatan investasi untuk memperkuat transformasi ekonomi
antera lain (1) sinlconisasi dan harmonisasi kebljakan, baik
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di
antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada
aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan
kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efelrtivitae pemberian
insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha,

11 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman rto

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas
ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi
iktm akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap
pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura.
Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalan arti luas juga
didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada
sektor penyediaan makan dan minum serta seldor hulunya.
Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif
seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan
domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan
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Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 4l

Pemutakhiran RKP Tahun 2O25

Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata
ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,2-4,3 persen serta
diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US$ 17,10-
18,30 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi
faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025.
Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan
pencrapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

13

t4 Perubahan
Tabr.l2.2
dalam
halaman 4l

Tab.l2.2
Sa.a!!r Pcrtumbuhan Produk Doocltk Bnrto Tsnun 2025 {Pcr. nl

Kompdo P.rtumtuhqn Ekonomi Sa8ara, 2025

5,03 5,30

huk Dom.stik Bruto Srli PcrE luarat

1 Koniumr Rumah Tmtta drar U{PRT 5,I I 5,14

2 KonEumli P.m.rintah 6,61 6,66

3 Invc3taii (P.mb.ntukrn Modal lctap
ETUTO/PMTB'

4,6t

?,95

o,67

4,90

5,61

6,95

7,L6

2,20

4 Ekrpor Barans dan JB-s

5 lrnpor B€.ran8 dan Jes
Muk Domcstik Bruto Sid Lepaluan Ulaha

I P.naieD, I(chutdd, de P.nLEs.
2 Pcrl,$nbngan iran hnggatEr

6,51

5,52

4,43 5,50

4 Pcnladrrn Ustnk, Gar, dan Rduk.d Es 4,77 5,09

5 P.ngadaen Air, Pcngclolasn Sampan, Umban,
dan Daur Uhrg

1,56 2,05

3 Indu.tri Plngolahan

7,O2 7,65

7 P.rdagantan Bc*ar dan Eccrani Rcparaii

Mobrl datl S.p.da Motor

4,E6

E,69

4,.16

9,736 Tranlponad dan P.rf,udanen

9 P.nJrdiea! Akdmodasi d.an Mskan Minum 4,55 9,53

10 InIdtmd rt6n Xomunikari 7,57 7,69

1l Jala Kcuadgan d.n A.ursn.i 6,52

2,50 2,45

13 JasP.ru$iee E,36 8,45

14 AturunBllqsi Pem.rintahari, Pcnalunan,
dan Jamina, Soanl wajlb

6,40 3,05

l5 Jala PmdidiLan 3,75 3,45

16 Jasa l(esehalan dan xcai,atan So€ial 8.t I 8,91

9,ao 6,55

15 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 42

Pendapatan negara ditargetkan mencapa.i 12,36 persen Produk
Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar 10,24 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar 2,11 persen Produk Domestik
Bruto. Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya
perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih
efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun

SK No 189439A
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2O2l terrts.nlg Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap
menjaga. iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta
optimalisasi Penerirnaan Negara Bukan Pajak dengan tetap
menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan.

r6

t7

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 42

Perubahan
alinea keenam
dalam
halarnan 42

Arah kebdakan perpajakan difokuskan pa.da simplifikasi proses
bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, percepatan
implementasi core tax sAstefl\ penguatan kegiatan ekstensilikasi
dan intensifikasi pajak, penajaman tox inentiue tepat sasaran
untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung
transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dari sisi
Penerimaan Negara Bukan Pajak kebijalan diarahkan pa.da

reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber
daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara,
pemanfaatan aset barang milik negara, serta inovasi dan
digitalisasi layanan.

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,89
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar I 1, I I persen Produk Domestik Bruto dan Ttansfer
ke Daerah sebesar 3,78 persen Produk Domestik Bruto,
Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Ijmbega,
Belanja Non-Kementeriafl/ Lembaga, dan Belanja Transfer ke
Daerah diarahkan untuk mengakeelerasi pertumbuhan
ekonomi, penguatan utell-being, dan konvergensi antardaerah.
Pengalokaeian belanja negara diutamakan pada implementasi
antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia
(pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi), kesejahteraan
sosial, p€rcepatan dan pemerataan konektivitas, serta
pelaksanaan transformasi ekonomi dalam rangka akselerasi
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap
menjaga kesinambungan fiskal.

18 Perubahan
alinea pertarna
dalam
halaman 43

Defisit Angg,aran ditargetkan sebesar 2,53 persen Produk
Domestik Bruto disertai pengendalian pimary balance,
didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi
pembiayaan baik dari utang dan non-utang yang dikelola secara
prudent dan kredibel. Fokus pembiayaan Anggara.n Pendapatan
dan Belanja Negara antara Lain untuk (a) penyediaan
infrastruktur yang berkualitas; (b) mendukung proyek-proyek
yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek
pengganda besar terhadap perekonomian; (c) optimalisasi peran
Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign
Wealth Funds untuk mendukung akselerasi trariaformasi
ekonomi; (d) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan

SK No 189438A
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19 Perubahan
Tabel 2.3
dalam
halaman 43

pembiayaan ultra mikro, optimalisasi saldo anggaran lebih; serta
(e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of
deuelopnEnt untuk mendukung prioritas pembangunan
nasional.

Tab.l 2.3
Rmciar SaBaru FiBk l Tahun 2025 (P.rs PDBI

13,33 t2,44 I2,36

Pendirlsd Pcr?ajakan 10,31 lo,oa to,24

F.n.rlrnaa, N.Am Bukan tbial 2,62 2,11

B.lanj6 Nctm 14,94 15,t3 14,E9

B€lsnja F.mcflnlg}l Pusat 1O,72 11.23 1 l,I I
3,90 3,74

KceimbanAan Prtncr o,49 (0,o9)b, {0,261"r

Surplu./ Dclilit (r,6ltq 12,291\ (2,53'')

Pcmbiayaa, lnv$ta$ lo,43,b lo,27lbl {0,64)r,

Stok Uta'la PenErlni8n 39,21 39,36 39,15

X.t rdrsu: .J AlaEec Fld.D.r.r! d.D B.lej. N.a8 Tihutr 2025 iLr b) 
^tak 

d.t E LuDns i[x) b.nild

20 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 43
dan alinea
p€rtama dalam
halaman 44

Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada
tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial
sebelumnya dengan baik, yaitu tahun politik dan transisi
pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, neraca
perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US$34,99
miliar seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui
langkah negosiasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
diversifikasi p€rdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan
multilateral, serta memitigasi selidor yang terdampak dari
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun defisit
neraca jasa-jasa ditargetkan mengalami penurunan menjadi
US$ f 8,52 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan
wisatawan mancanegara yang semakin sigrrifikan ke Indonesia
sehingga meningkatkan surplus neraca jasa pedalanan. Adapun
defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US$35,71
miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal
hasil investasi asing. Neraca pendapatan sekunder ditargetkan
terus mencatat surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar
US$7,37 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan,
jumlah negara penempatan, dan sektor lapangan penduduk
migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif.
SeLanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus
mengalami perkembangan yang baik sehingga ditargetkan dapat

SK No 189437A
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21

mencapa.i US$21,08 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan
investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan
ditargetkan mengalami kenaikan menjadi US$17,5O miliar,
sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis
pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga
membuat para investor tetap p€rcaya terhadap prospek
perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio
diharapkan dapat terus berkembang mencapai US$l1,85 miliar,
sehingga membuat pa.sar keuangan dan likuiditas tetap terjaga
dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahsn 2O25,
neraca keseluruhan ditargetkan akan menjadi US$9,20 miliar
disertai dengan perkembangan cadangan devisa mencapai
US$162,40 miliar atau setara dengari pembiayaan 6,4 bulan
impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.

Tabcl 2 4
Sasatan Postur l{cmca Pcrnba}ann hdoncaia TEhun 2025 (Mrliar USDI

Perubahan
Tabel2.4
dalam
halaman 44

SasetEn 2025

Transaklri Bcrjalan
dalam pcrlcn PDB

(11,E71

lo,78l

BaranS 34,99

P.ndapatsn S.kundcr

(l8,s2l

(3s,7rl

7,37

Ttusksi Modal .lan Flnmsial 21,0a

17,50

Ncmca liclcluruhan

lt,a5

{E,341

9,20

Cqdantan Dcvlsa

dalam buhn irflpor
162,4O

6.{

K.t l es: A,uta.i.Ln kurula F.r) ban'la r.aatiL

22 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 45

Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga
stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di
tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat
inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5*1,0 persen (Uoy), serta
nilai tukar rupiah pa.da rentang Rp16.OOO-Rp16.9OO per USD.
Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan
mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional,
kebijakan moneter disinergikan denga.n bauran kebijakan
lainnya (fiskal, malroprudensial, sektor riil, sektor keuangan,
dan sistem pembayaran),

SK No 189346A
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Perihal
Perubahan

Perubahan
alinea kedua
daLam
halaman 45

Penambahan
alinea setelah
alinea kedua
dalam
halaman 45

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk
menjaga empat asp€k pokok, yaitu ketedangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas
komunikasi. Upaya tersebut meliputi (a) pengelolaan permintaan
dan kebiiakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi
belanja negara dan daerah; (b) peningkatan produksi dalam
negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta
pengelolaan cadangan dan tata ni.ga pangan; (c) penguatan
infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal, terluar,
terdepan dan perbatasan; (d) perbaikan kualitas data pangan; (e)

penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
sejak proses perencanaani serta (f) koordinasi perumusan
kebiiakan harga diatur pemerintah baik dari sisi timing maupun
squencing *hingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap
kenaikan inflasi,

Selanjutnya, komponen inflasi harEa bergejolak dijaga terkendali
dalam rentang 3,0-5,0 persen (yog) melalui penyelesaian
permasalahan struktural di antaranya (a) optimalisasi belanja
negara dan daerah untuk penguatan infrastruktur, konektivitas,
dan ketersediaan pasokan melalui subsidi ongkos angkut,
bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah;
(b) percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan;
(c) percepatan dan perluasan digitalisasi pa.da sektor pertanian
dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia p€tani
melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi
pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi
pangan; (e) penguatan logistik melalui pemenuhan sarana
prasarana konektivitas, penyediaan kewajiban pelayanan
pubhk/pu.btic seruice obligation dan layanan angkutan perintis
pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan serta
koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f)
pengelol,aan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan
nasional; serta (g) penguatan sinergi antar
kementerian/ lembaga/ daerah dalam perumusan kebijakan
pengendalian inflasi.

24

25 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 45

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk
memp€rtahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan
fundamentalnya melalui (1) penguatan strategi operasi moneter
yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi
kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga Bank
Indonesia-rote yang optimal untuk menjangkar ekspektasi
inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan
pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; (4)
mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
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makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
mendorong penyaluran kredit.

26 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman 45

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun
2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk
tumbuh lebih tinggi, sementara terap menjaga momentum
pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia.
Peftumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat lndonesia
ditargetkan sebesar 5,0 persen, sedangkan Kawasan Timur
Indonesia sebesar 6,2 persen.

27 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 46

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan
didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
tanaman pangan dan perkebunan. Sejalan denga.n hal tersebut,
penyiapan pangan lokal sagu, jagung, ubi, dan padi dalam
rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan
dapa.t mendukung perekonomian \trilayah Papua. Selain itu,
peningkatan infraetruldur konektivitas juga akan mendorong
perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara
Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan
Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga
akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata
di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari
premium yang berkelanjutan eerta penyiapan kawasan
pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis
minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi
industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong,
pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah,
serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni
dan Kawasan Industri Faldak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah
Papua ditargetkan mencapai 6,0 persen.

2a Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 46

Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel
di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau
Obi pada t€hun 2025 ditargetkan akan mendorong
perekonomian Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapa.i 9,4
persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di
Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata
rintisan Banda Neira, penyiapan pengembangan kawasan
terintegrasi tanaman pangan dan perkebunan, serta penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas
cakalang-tongkol, udang, tuna, dan lobster) diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas ekonomi Wilayah Maluku.
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Perihal
Perubahan

Perrbahan
alinea ketiga
dalam
halaman 46

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 46

Perubahan
a-linea pertama
dalam
halaman 47

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama
penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang
ditargetkan tumbuh 6,8 persen pada tahun 2025. Beberapa
provinsi di SuLawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring
dengan peningkatan kineda industri melalui penguatan industri
logam dasar serta hilirisasi industri nikel, kelapa., kakao, dan
rumput laut. Implementasi proyek strategis nasional di Wilayah
Sulawesi, seperti penyempumaan pembangunan jalur kereta api
Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan
infrastruktur dan layanan konektivitao juga diharapkan dapat
mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan.
Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga
terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas
pertanian jagung, cabai, dan padi. Selain itu, pengembangan
pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian
Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas
Manado-Likupang.

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan
menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah
Kalimantan sehinsga dapat tumbuh 5,8 persen pada tahun
2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di
b€berapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri
berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri
bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri
dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri
telsxologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital,
serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan
operasionalisasi infrastrulrtur pendukung kawasan seperti jalan
tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga
diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi
Wilayah Kalimantan.

Perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara ditargetkan
tumbuh 5,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa
serta peningkatan niLai tambah sektor primer. Penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa
Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai ta.rnbah
sektor primer. Kinerja industrijuga diharapkan dapat meningkat
didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai
tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut.
Selain itu, perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara
diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor

30
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Pemutakhiran RKP Tahun 2025

pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem lilm,
animasi, vi.sl.tal a;ts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan
pemampu ekonomi laeatif di Bali. Pengembangan aktivitas
pariwisata juga akan terus didorong, utarnanya penataan
bangunan kawasan destinasi wisata di destinasi pariwisata
prioritas Lmbok-Gili Tramena serta percepatan pembangunan
dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata prioritas Labuan
Bajo.

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,7 persen sebagai pusat
pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan
(bauksit, kakao, kelapa, dan sawit), pengembangan
industrialisasi perikanan, penguatan produldivitas industri
makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta
penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan
proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera serta
pengembangan Bandara Hub dan Aerocitg Kualanamu
diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan
khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta
perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta
meningkatkan daya saing investasi di Sumatera.

Pembangunan infrastruktur koneldivitas jalan tol terus
diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya
Iogistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa,
seperti pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Timur,
pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhaa
Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara Hub Soekarno-
Hatta, Bandara Hub Juanda, dan Bandara Hub New Yograkarta
International Airport Kulon Progo. Selain itu, aktivitas jasa juga
terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata
Prioritas Borobudur-Yoryakarta-Prambanan eerta p€nguatan
ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi
kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi
industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, dan rumput
laut), pengembangan industri alat angkut termasuk eledronic
uelic)e d.an kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik
dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan
farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat
tumbuh sebesar 5,1 persen.

32

33
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Perubahan
Gambar 2.5
dalam
halaman 48

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 48
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34

35

36

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025,
dibutuhkan total investasi sebesar Rp7.593,42 triliun dengan
rincian sebagai berikut.

Perubahan
Tabel 2.5
dalam
halarnan 48

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 48

Tab.l 2.s
Keb\rtuhan Inv.stasi Tahutr 2025

Nihi {Trilun Rpl

I Inv.stasi P.mcrintEn 5,43 4t2,39

2 hEstasl BUMN

3 lnv.st$iSw8ta/MasysEkel

5,41

49,16

4t t,oo

6.770,O3

Total liebutuhan Invclta$ 7.593,42

37 Kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 akan dipenuhi oleh sumber
pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi
pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara,
dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan
investasi Badan Usaha Milik Negara bersumber dari dana
intemal Badan Usaha Milik Negara dan pembiayaan investasi
swasta/ masyarakat yang berasal dari pembiayaan kredit
perbankan, penerbitan saham, dan penerbitan obliga.si
korporasi. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang
terbesar dalam sumber pembiayaan investasi
swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi
dapat dilihat pada Tabel 2.6.
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Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025 
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Perubahan
Tabel 2.6
dalam
halaman 49

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 49

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 49

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 5O
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Tabel 2.6
Suhb.r P.mbiaysan hv.stasl Taiun 2025

38

{l) P.mbisye4 lDvcitasi P.mcrintah 5,43

{2) P€mDla}san lnvcsBd BUMN

{2. I, Dana Int.rnal BUMN

13) P.rhbily@n Inv.ita'i swasta/Malr"iakat

(3.11 l(ttdit Pc.bsnkan Od,.l

{3.2) Pen.rbita! Sarutn

3,57

9r.00

1r,93

o,9l

{3.3} PeErbitan oblrga.l Korpora.i 2,10

39

(3.41 Dana Intemsl Ma3rarELa! 76,W

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebaSgat value creator dan agent
of deuelopment menjadi hal yang krusial dalam mendukung
prioritas pembangunan nasional dan tema RKP tahun 2025
yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk
meningkatkan daya saing dan kualitasnya s€bagai agen
pembangunan melalui peningkatan kinerja regulator dan
operator Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan
Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta
optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan hal di atas, rencana investasi Badan Usaha Milik
Negara diarahkan untuk mendukung sektor-seLtor strategis
seperti kesehatan, hilirisasi, swasembada pangan, energi dan
air, perumahan dan infrastruktur, transformasi digital, serta
sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan
nasional.

Saat ini, terdapat 109 rencana investasi Badan Usaha Milik
Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada
RKP Tahun 2025. Rencana investasi tersebut merupakan
kelanjutan investasi pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi
berlanjut pa.da tahun 2025 serta penambahan usulan rencana
investasi dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian
Keuangan pada tahun 2025, dengan jumlah Badan Usaha Milik
Negara yang terlibat sebanyak 65. Rencana investasi Badan
Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan
nasional juga. mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goalsl
yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

40

4l
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42 Perubahan
Gambar 2.6
dalam
halaman 5O

Perubahan
Garnbel 2,7
dalam
halaman 51

43
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Gambar 2.6  

Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas 

Pembangunan Nasional 

 
Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 
2025. 

Gambar 2.7  

Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan 

Nasional di Seluruh Indonesia 

 
Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 
2025.  
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44 Perubahan
Ta}:r.l2.7
dalam
halaman 5l
dan 52

hrstasi BUMN

Tah.l2.?
ldcntifitali Rcn.M Inrcsiasi aad Uslra Milik Nqara

yang Mcnduluna Pnorlraa Rmbangunan NaE onal

Prio.itas Naaimsl 2r M.nantapkan Sstcm Ssar€mbada Panta,l

!.rrrhar6 k sllEm nctara dln
mcndomry kcmandiiran bangla mclrlut
era&mbada paruan, .ncrgj, alf, ckonomi

ryarialt, .konomi d€ital, ckonomt hilau,

Swd.dbdda tur s

Ek 
"*"t 

D,git"l 3

rtninttatan Kualita! LlntkunAan I
Hidup de Tata RueB

1a

Reforlrl.ari Pcngclolran Ssmpgll
T.rint.grEsi dan Hulu k HiUr

Fcmb€neu.a,| Rcndan Karton

P.ng.mbeng3n Ekonom Btru
!.baAar Sumber ft .tumbuhqn
Ba.u

P.ngembangan Kon.ktivrta dan
Leyanan Trarsporta$ Multlmoda

23froritas Na$onal 3: Melanjutka,
p.nt mbantan htastrukrur dan
rcningkatkan lapugan tdja yant
b.rkualta!, rn rdorong k.wrau snaan,
m.ngcmbarSka! ihdurtri krarif ccna
rEnAcmbarykai arrom$itrm rndush di
..nt!aproduki chlur p.rao aktif

P.nrnSkalarKonekttvirasDigital 15
dan Trarsir Encrri Lrdrik

Pcningkatan Produkivlta UMKM I

P.n&laman S.ktor ln.uange

ftmbantunan Pdiwista
Bcrkualita! d& Bqk lef,jtnan

5

R.n@a Inv*tasi EUMN S.lams
dcngh PN 3

Prioritas Nacimal 4: Mcmpclkuat
p.mbonguDan sunb.r deyf, nanusia
(SDM), 3ain3, t.lcrolog! p.ndidik n,
k $tEta, prc.tasi oLhEAE, k *tat?m
E ndcr, r.rt! p.nguatar p.ra,
Dercmpuan, pemuda, da, pcDyandanc

P.ngueten KapaBitas K.tahaDm

horitas Narional 5: M.lanjulla,
hiliri8ali dan mcntcmbantksn rndustri
b.rbads Bumbcr dala ala,n trntuk
rcninAkatkan nuai hErbah di &lqtn

FcnScmbangan Hillnlasi Indultri
b€rba.b SDA Unt8ula.o, Industri
Padat Karya T.rainpil, Padet
Tcknolo8i In@ai, s.rra

t2

Optimallssi BoctboE lnt.grui
Ekohomi dan Erkuatd Si3tcm
Logistik Nalional

Rcncma lrlE.raai BUMN Sclaras
dcnSd PN 5

Horlta. NaJonal 6: Mchbartun dsi
d.!a dan dari bawalr untuk p€nuhbuhan
ckonomi, p.m.rataan ekonomi, dan
pcmb.Bntalan knrskitm

Pmban4tE lbu l(ota Nusnt E 2

Pcr.cpetan Pcn,tdise Pcrumrn.n 6

FEnintLatsn Ak!.. Lsperys,l te{ia
dan P.numbuha! Usaha
B.rkelanluban dan Inovatif

2

tos

SK No 189450A

su6rE: B.rld U..ilE Md,r Ncae tdtat.t n h.r't i.ldtifi@ X@.rkt6 PPN/B.pp@{a F 4 F.trum
2025.



iEraf+{tT{Il
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No
Perihal

Perubahan

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 52
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Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta
terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi
Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang
dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana
tema RKP Tahun 2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu
ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi
dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan
keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan
kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan
investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 89,16 persen dari
total investasi atau senilai Rp6.770,03 triliun pada tahrurr 2025.

45

46 Perubahan
Gambar 2.8
dalam
halaman 53
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Gambar 2.8  

Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang  

Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 
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47 Perubahan
Gambar 2.9
dalam
halaman 54

Perubahan
Tabel 2.8
dalam
halaman 54
dan 55

Ssa*mbada Panaan

48 Tabcl 2.4
R.nclna lnvc{ari Swaita }!ry Mddukunt Priodta! Ftmbangunar Na.iona.l

{Prorkl

9Priorila! Natlmal 2: ManantapLan !tutcm
p.nsharn k elDana. nlaara dan
mcndorongkcrEndirian ban8lamclslui
lmEmbada pmgan, ocryi, dr, .koomi
ryrtia]r, ckononi ditit l, ckonomi hijau,

PrioriBs Nasional 3 M.la4iulkar
Ftr8lmbanaan infrastruktur dan
m.nihgLetk ! lsP8igu k .iryeig
bc*ualites,lasEush.m,
mcnacmbangkan industrl ldratif sna
m.ngembarykan agromaritiE industri di
sc.tra pEdukr rElrlui FtEn altit

R.fomasi P.ns.lolaan SamDslr
Tcrint.gnsi dari Hulu k. Hili!

P€nS.mbarBan Koncktivira! d6
Layaran TranlDortrli Multimode

2

2

Pcmbantunan Pariwhata
B.rkualitas dd B.rk.lrnJutd ?
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Gambar 2.9  

Sebaran Rencana Investasi Swasta yang  

Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia 

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas. 
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horilar Naliorsl 5: Mchnjutk
hitrisasi dan menAembsngl(a, industri
b.rbari6 sumbc. daya sram untuk
m€nihgkalk n nilai tlrtrbeh di (t3lsh

PcnSFmbanaan Hilirhasi Industri
bcrbas8 SDA Un8gulan, Industri
Padet KarF T.Empil, Padat
T.knologi Inovali, s.rta

P.r,Acmbsrgan Aalomcrasi lndultri
di KI/(OK P.iorittu i.b88ai Pulat

hodtas Nssio.al 6: Manb€ngun dari
d.!a dan dari bawdh untuk pcrtumbuh4n
ckoflohi, pcurcrataqr .konom,, dar
p.mb.r8ntlle k Elbkine

l7

6

Pcrccpaian PcnJ.dirrn Pcrumahm

T0TAL 46

sumbcr: Kcmrnte.ian PF,t{/Bapp.na., pcr 4 F.bruen 2025.

49 Penambahan
alinea sebelum
Subbab 3.1
Nomenklatur
Prioritas
Nasional I
dalam
halaman 56

Perubahan
Subbab 3.1.1
Sasaran
Utama pada
kioritas
Nasional I
dalam
halaman 56

Perubahan
Subbab 3. 1.2
Arah
Kebda.kan
dalam

Bab ini menjelaskan sasaran utama dan arah kebijakan pada
masing-masing prioritas nasional. Selain itu, dicantumkan
highhghf intervensi kebljakan yang menjabarkan kegiatan
prioritas utama pada masing-masing prioritas nasional.
Intervensi kebijakan secara keseluruhan dari masing-masing
prioritas nasional dituangkan dalam matriks pembangunan
yang tidak terpisahkan dari narasi ini. Bab ini juga memuat
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang
menjabarkan kebutuhan regulasi dan kelembagaan di masing-
masing prioritas nasional.

3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah
dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun
2025 sebagai berikut.

50

5l 3.1.2 Arah Kebijakan

Untuk mendukung tefcapainya sasaran terwujudnya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan
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halaman 56 wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (2) penguatan
komunikasi publik dan media; (3) penguatan lembaga
demolaasil (4) penguatan kesetaraan masyarakat sipil; serta (5)
pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

52 Perubahan
Subbab 3.1.3
Intervensi
Kebiiakan
ddam
halaman 56
sampai
dengan 62

3.1.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya simultan pencapaian saaaran Prioritas Nasional
1, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak
signifikan dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

(l) Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab,
Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BE'IOS)
sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers
dan media masea yang berintegritas, bertanggung jawab,
edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, di antaranya
tergambar pada (a) kualitas siaran televisi yang memenuhi
standar berlaku menjadi 3,18; (b) persentase penurunan
kejadian intervensi dan kekerasan pers menjadi 66,00
persen; (c) persentase jumlah perusahaan pers dan media
massa yang memiliki tata kelola baik menjadi 64,00 persen;
(d) persentas€ independensi pers dari kelompok kepentingan
yang kuat meqjadi 66,00 pers€n; (e) persentase peningkatan
kepatuhan terhadap etika pers menjadi 70,50 persen; (f)
p€rsentase peningkatan akses pers dan media bagi
kelompok rentan menjadi 69,50 persen; dan (g) jumlah
peserta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia bidang jurnalistik dan pers sebanyak 690 orang
pada tahun 2025. Untuk mewujudkafl penguatan pers dan
media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri (BAIOS) dapa.t dilaksanakan
melalui (a) p€ningkatan kapasitas lembaga pers, (b)
peningkatan kompetensi dan etika insan pers, scrta (c)

penyehatan media arus utama.

53 Perubahan
Subbab 3.1.4
Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan
dalam
halaman 62
sampai
denga.n 63

3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional I "Memperkokoh
Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia'pada
tahun 2025 sebagai upaya mendukung penataan regulasi
nasional, yaitu

{1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Revisi Undang-Undang Kcterbukaan Informasi
Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam
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54

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak
dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum.
SeLain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi
Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian s€ngketa
informasi publik) dan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan
banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa
informasi publik.

3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hdau, dan ekonomi biru, telah
dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2O25 eeb"gai
berikut.

Tabcl 3.2
Saoaran Utama pEda Horitas Nesional 2

Satafu dm lDdikator tuel,E 2024 Ta,lqt 2025

T.48Bdy! kcdauhta. ncaam dan pcnguatan slabilrtas kcamanan na3iooal ..bsaai londaii
p.lakeE4 pcmborrunah

1 Asi. Pwdlrldcx { tltar! cdpobititd 15,7 l6

2 A3iA P€n.r Ind.r {Dtplon tic Inl@ dl 65,6 65,7

3 Proporsi Pelduduk ran8 M.rsla Arnan Bcdare
S.ndtrian dr Ar.5 Tcmpet Tinsgelnya l-'C

62$ l2O2Ol 67,5

4 Abbal Cgbeeitg li.le, lo0 too

5 Ind.k X..tnsne Laut Na8ionsl 59 60

M.flinakatnla k mandlriafl begs dElsft m.hcnuhi kcbutuhan pango yary b.rluelitas !.c.re
bcrkclarjutan dcn8a, pcndckatah N€ru. Panaan, Encrgi, dan Air {FEW N*us)

6 Indck! X.taharEn Psntan 71,2.!

o,67

73,2

2,207 Fcnumbuhan PDB F.rtanian, Xehutanan, dan

a Prwalcn8i K.ti&tcu*upan Kon rmsi tbnBan lPoultr a,27 7,21

Mcnlnl}atnla kcmandlri{u bangsa dalam mcmenuhi k butuhan 6.rgi GaE t rk lanjuran
dcnSan p€ndckatan Ncxu! Pangan, EncrBI, dan Ar (FEw Ncxus)

I Ind.ks K.tahM En.ryi

I0 Forii Em dshm Baunn Enc.ai Primcr {%lq

6,64

t3,2l2o23l 20,0

Mcniqkstrya k ftandiaran bans.a dala$ rn mcnuhi kcbutubn air .@ra b.rk Ltjute dcng.!
pcnd.katan N.ius Pmaan, Encryi, dan Alr {FEw Ncxu8l

ll Indcks K.l,nonen Air NeBional 3,44 PO22l 3,50

12 liaparitss tampunSon al! (m./kapita)D) 59,59 59,31

13 Aks.! nrmah tanrga p€rkotasn tBhadap air siap
minum pcrpiparn I'6lE

24 QO2OI 39,n
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Salalan &n lndikato! E@liM 2024 Ta.Ed m25

Tce\JudnF pcEko.omar nasional yanA progrrslr, inklusit, dan b.rk la4jrlt8n

l s Po.kl ckmomi s!tsn.h ldmcaE di ti.aklt global

lpcdnEkatl

3l2o23l

34,25l2v23l

3

38.7616 lndoncab Ah. Ee4otug kdq llBE,ll

r7 lndck! Daya Sai.A Digitar di Trngkat Olobal {pcringkatl 45l2023l 43

r.ruujudnyarmsfolrlasi Ekonomi Hiiau

la Ind.ks Ekonod Hijau 603? l2o23l

17,4? l2023l

68,34

18,37

19 Tllnbuhr Aampah T(mleh di Farilita3 Pcnaolahan l5 {13 tcdaur
Ul9nglz022l,

24 (16 t.rdaur
ulansl

20 Pff!.nta.. Pcnurunan Emiri GaE Rumab liaca (GRKI

Xuriulatif (','dL)

2l [tr..nta8. P€nuflrne Emili Cas Ruhah xtr! (ORKI 24,s3lZO23)

o,3s (20201

26,6?

0,4422 Indck P.ng.lolaan Kean.klraaarEu Harah

23 Indck! Iiualitas UnAhulgan Hrdup 73,536 ?6,49

24 lhd.kr KuElita! Udanu 90,13.r 7a,53

25 Indeka Kua.l,tas &F) ,7,74 72,O2

26 Indck liu.litas Lahani) 6r,95 ?7,97

27 Ind.k xualitas Ai r.sutb) E1.67 81'02

su6b..: L.r@t d.n PPn/aapFna+ 2024 ldi.bh)
It rs.nah: aj lelet sErtEa, b) ldikr.d d.dLt Proaro Priaito/I(.ai.ie r*rnto, c) Fdftnlau6e$uabr m.t d. l.n

55 Perubahan
Subbab 3.2.2
Arah
Kebijakan
dalam
halaman 65

3.2.2 Arah Kebijalan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah keb[akan sebagai
berikut;

(1) Te{aganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas
keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan
pembangunan, dilakeanal@n melalui (a) p€mbangunan
postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan
industri pcrtahanan; (c) komponen cadangan dan
komponen pendukung; (d) inteldjen dan keamanan dalam
negeri; (e) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (f) keamanan
laut dan hidro-oseanografi; (g) keamanan dan ketertiban
masyarakat; (h) profesionalisme pelayanan kepolisian; dan
(i) diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.

(2) Meningkatkan kemandirian bangsa daLam memenuhi
kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW
Nexus), dilaksanakan melalui swasembada pangan.

(3) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan
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Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swaeembada energi.

(4) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan
Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swasembada air.

(5) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif,
inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a)

ekonomi syariah, (b) ekonomi digital, dan (c) pengembangan
ekonomi biru sebagei aumber pertumbuhan baru.

(6) Ten*rrjudnya transformasi ekonomi hljau, dilaksanakan
melalui (a) ekosistem ekonomi sirkular; (b) pengelolaan
keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (c)

peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (d)

reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
(e! pembangunan rendah karbon; (f) pekerjaan hljau/green
.ybbs, dan (g) pengelolaan hutan lestari.

56 Perubahan
Subbab 3.2.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
haiaman 65
sampai
dengan 8O

3.2.3 Hightight Intervensi Kebijakan

Sebagai upara pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan seba gai berikut.

(1) Pengembangan Kawasan S€ntra Produksi Pangan (KSPP)/
lumbung pangan Kalimantan Tengah eebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
KSPP Kalimantan Tengah, di antaranya tergambar pada (a)

peningkatan produksi beras kawasan sentra produksi
panga.n Kalimantan Tengah menjadi 196.984 ton dan (bl
peningkatan luas panen padi kawasan sentra produksi
pangan Kalimantan Tengah menjadi 146.806 hektare.
Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan
Tengah dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan
Tengah, (b) on farm kawasan sentra produksi
pangan/lumbung pangan Kalfunantan Tengah, dan lc) off
farm kawa*t sentra produksi pangan/lumbung pangan
Kalimantan Tengah.

(2) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KsPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
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menjadi 65.724 torr dan (b) peningkatan luas pa.nen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
menjadi 28.568 hektare. Untuk mewujudkan
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan dapat
dllaksanakan melalui (a) geospasial Kawasan S€ntra
Produksi Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan, (b) on
.,farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan
Sumatera Selatan , dan lcl offfarm Kawasan S€ntra Produksi
Pangan/ lumbung pangan Sumatera Selatan.

(3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KsPP)/lumbung pangan Papua Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi
109.308 ton dan @) p€ningkatan luas panen padi Kawasan
Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi 75.621
hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua
Selatan dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan,
lbl on farm kawasan sentra produksi pa.ngan/ lumbung
pa.ngan Papua Selatan, dan lcl off farm kawasan sentra
produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan.

(4) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan lainnya sebagai upaya mendukung
peningkatan produksi bahan pangan utama, di antaranya
tergambar pada (a) lahan baku sawah yang dicetak menjadi
42 ribu hektare dan (b) luas lahan sawah yang ditingkatkan
indeks pertanaman menjadi 6,9 ribu hektare. Untuk
mewujudkan pengembangen Kawasan Sentra Produksi
PanBan (KsPP)/lumbung pangan l,ainnya dapat
dilaksanakan melalui (a) peningkatan luas lahan pertanian
(ekstensifikasi), (b) peningkatan daya guna lahan pertanian
(intensilikasi), dan (c| infrastruktur pendukung Kawasan
Sentra Produksi Pangan/lumbung pang.rn lainnya. Upaya
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Panga.n
(KSPP)/lumbung pangan ters€but diarahkan untuk
meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan
melalui pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam
negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.

(5) Pengembangan pangan hewani sebagai upaya mendukung
meninSkatnya produksi bahan pangan hewani dan
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meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan, di
antaranya tergambar pada (a) pmduksi daging menjadi 4,96
juta ton, (b) produksi telur menjadi 7,43 juta ton, (c)

produksi susu menjadi 855,57 ribu ton, dan (d) persentase
pemasukafl pakan yang tersertilikasi keamanan dan
mutunya menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan hewani dapat dilaksanakan melalui
(a) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, (b)
implementasi praktik peternakan modern, (c) penguatal
pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak, serta (d|
pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan
pendekatan satu kesehatan.

(6) Pengembangan panBan lokal dan nabati sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi pangan lokal dan
nabati, diantaranya tergambar pada (al produksi padi
menjadi 54,45 juta ton; (b) produksi jagung menjadi 21,48
juta ton; (c) produksi aneka kacang menjadi 540,28 ribu ton;
(d) produksi buah dan sayur menjadi 30,66 juta ton; (e)

produksi sorgum menjadi 18,21 ribu ton; (0 produksi ubi
jalar menjadi 1.517.449 ton; (g) produksi kedelai menjadi
370.359 ton; dan (h) produksi hasil hutan bukan kayu
(buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan
singkong) menjadi 45O.OOO ton. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan lokal dan nabati dapat dilaksanakan
melalui (a) input dan pendukung pengembangan pangan
lokal dan nabati, (b) on farm pengembangan pangan lokal
dan nabati, (cl off farm pengembangan pangan lokal dan
nabati, dan (d) ketahanan pangan melalui perhutanan
berbasis masyarakat.

(7) Fortifikasi dan biofortifikasi pangan sebagai upaya
mendukung meningkatnya konsumsi bahan pangan
terfortifikasi/biofortifikasi, di antaranya terEambar pada (a)
jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi menjadi 3
komoditas dan (b) persentase beras fortilikasi dalam
program bantuan pangan menjadi 20 p€rsen. untuk
mewujudkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan dapa.t
dilaksanakan melalui (a) fasilitasi produksi dan distribusi
pangan terfortilikasi dan (b) pengembangan kawasan padi
biofortifrkasi.

(8) Pengembangan pangan akuatik (blue po@ sebagai upa.ya
untuk mendukung meningkatnya penyediaan ikan untuk
konsumsi masyarakat, di antaraaya t€rgambar pada (a)

volume produksi ikan budi daya menjadi 6,75 juta ton; dan
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ton. Untuk mewujudkan pengembangan pangan akuatik
(bfue foodl dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
input produksi perikanan budi daya; (b) pengembangan
sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; (c)

pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat; (d)
penguatan tata kelola mendukung transformasi perikanan
budi daya; (e) pengembangan sarana prasarana produksi
perikanan tangkap serta kampung/sentra neLayan; (f)
peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan
perikanan; (g) peningkatan kapasitas
pendampingan/penyuluhan masyarakat kelautan dan
perikanan; (h) peningkatan perlindungan terhadap pelaku
usaha kelautan dan perikanan; serta (i) peningkatan sarana
dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan
logistik pengolahan.

(9) Konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga
kondisi dan fungsi sumber daya air secara b€rkelanjutan
sehingga air tersedia dalam jumiah yang cukup dan kualitas
yang baik untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan
mendatang, di antaranya tergambar pada (a) Luasan lahan
kritis dalam DAS yang dipulihkan menjadi 12,65 juta
hektare dari basetine 12,7 juta hektare, dan (b) Jumlah
mata air yang dipertahankan dan diselamatkan sejumlah 6O
mata air. Untuk mewujudkan konservasi sumber daya air
dapat dilaksanakan melalui (a) p€rlindungan dan
pelestarian sumber air; (b) pengawetan air; (c) peningkatan
kapasitas, kelembagaen, data, dan informasi; (d) rehabilitasi
dan pemulihan ekosistem mangrovq (e) penyelamatan mata
air kritis; s€rta (0 pengendalian pencemaran dan
pengelolaan kualitas air.

(10) Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir sebagai
upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM
yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari
hulu ke hilir dan meningkatkan jumlah lembaga pengelola
SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air
minum secara rutin dan berkala, di antaranya tergambar
pada (a) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap
minum perpipa.an menjadi 39,2O persen, (b) kapasitas SPAM
terbangu.n menjadi 2A1.795 liter/detik, (c) akses air minum
jaringan perpipaan menjadi 3l-persen, (d) persentase lvon
Reuenue Water (NRW) PDAM menjadi 32 persen, (e)

kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi
syarat menjadi lOO kabupaten/kota, s€rta (0

kabupaten/ kota kualitas air minum pada sarana air minum
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memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air
minum yang memenuhi syarat menjadi 50 persen. Untuk
mewujudkan pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan SPAM, (b)
pengelolaan SPAM, serta (c) pengawasan kualitas air
minum.

(1 1) Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan,
dan berketahanan iklim berbasis CWIS sebagai upaya untuk
meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD dan
meningkatkan keberfungsiaa dan kualitas infrastruldur
SPALD, di antaranya tergambar pada (al meningkatnya
jumlah kabupa.ten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi
dengan baik menjadi 2ll kabupaten/kota, (b)

meningkatnya kapasitas IPAL yang terbangun melalui
pembangunan sambungan rumah menjadi 684,7A2
sambungan rumah, (cl meningkatnya rumah tangga yang
memiliki tangki septik dan disedot secara berkala mencapai
11 persen, (d) meningkatnya persentase kabupaten/kota
yang mela-kukan pemantauan baku mutu lingkungan pada
IPLT dan IPAL, (e) berkurangnya idle capacitg IPLT menjadi
70 persen, (f| berkurangnya idle capacitg IPAL menjadi 64
persen, dan (g) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan LLTT menjadi 21 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan penyediaan dan pengawasan sanitasi aman,
berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS dapat
dilaksanakan melalui (a) pembangunan sistem pengelolaan
air limbah domestik terpusat; (b) pembangunan sistem
pengelolaan air limbah domestik setempat; (c) peningkatan,
optimalisasi, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah
domestik; (d) pemantauan dan inspeksi kualitas sistem
pengelolaan air limbah domestik; dan (e) pengembangan
manajemen layanan sanitasi (air limbah domestik).

(12) Peningkatan penyediaan energi sebaga.i upaya
meningkatnya pa.sokan minyak bumi untuk memenuhi
kebutuhan energi, meningkatnya pasokan gas bumi untuk
memenuhi kebutuhan energi, meningkatnya pasokan batu
bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri;
diantaranya tergambar pada (a) jumlah lifing minyak bumi
menjadi 605 ribu Barrel of Oil Per Day, (b) jumlah lifting gas
bumi menjadi 1.0O5 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day, (c)
jumlah produkei batu bara menjadi 717 jtlta ton, dan (d)

realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri menjadi lO0
persen. Untuk mewujudkan peningkatan penyediaan energi
dapat dilalsanakan melalui (a) peningkatan cadangan dan
produktivitas energi, dan (b) pemenuhan kebutuhan dalam
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ne8en.

(13) Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi sebagai
upaya meningkatnya akses terhadap gas bumi,
meningkatnya akses terhadap bahan bakar minyak,
meningkatnya akses terhadap listrik dan meningkatnya
keterjangkauan energi, di antaranya tergambar pada (a)
jumlah sambungan rumah jaringan gas kota yang dibangun
melalui skema BUMN menjadi 1OO.O0O sambungan rumah
(kumulatif), (bljumlah panjang pipa transmisi dan distribusi
gas bumi yang difasilitasi menjadi 22,550 kilometer, (c)
jumlah volume penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi
menjadi 19,41 juta kiloliter, (dl jumlah volume penyaluran
bahan bakar minyak nonsubsidi menjadi 35,16juta kiloliter,
(e) jumlah pelanggan listrik (kumulatif) menjadi 95.256 ribu
pelanggan, (f) deviasi harga jual eceran bahan bakar minyak
menjadi 0 persen, (g) disparitas harga jual eceran BBM Solar
fienis BBM tertentu) menjadi 49 persen, dan (h) disparitas
harga jual eceran bensin (ienis BBM khusus penugasan)
menjadi 22 persen. Untuk mewujudkan perluasan akses
dan jangkauan pelayanan energi dapat dilaksanakan
melalui (a) peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi,
(b) peningkatan penyaluran dan layanan bahan bakar
minyak, (c) peningkatan penyaluran dan layanan listrik,
serta (d) pengawasan dan penyaluran energi yang disubsidi.

(14) Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
ditujukan untuk mendorong transisi dari energi fosil ke
energi bersih melalui pemanfaatan energi baru, energi
terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi. Sasaran
yang akan dicapai mencalup peningkatan (a) konsumsi
biofuel menjadi 13,50 juta kiloliter, (b) produksi listrik energi
terbarukan menjadi 50.739 Gigawatt lwur, dan (c)

penurunan intensitas energi final menjadi 0,97 setara barrel
minyak/miliar rupiah. Untuk mewujudkan penguatan
implementasi transisi energi berkeadilan dapat
dilaksanakan melalui (a) diversifrkasi menuju energi bersih,
(b) p€ninglstan kapasitae pembangkit listrik energi
terbarukan, (c) pengembangan ekosistem pendukung energi
bersih, (d) perluasan pemanfaatan biofuel, dal (e)

peningkatan efisiensi dan konservasi energi.

(15) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tarnbah,
produldivitas, dan daya saing industri ga.ram dan produk
olahan hasil laut; diantaranya tergambar pada (a) volume
produksi garam menjadi 2,25 juta ton, (b) produktivitas
lahan garam ralryat menjadi 83 ton/ hektare, (c) utilisasi
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industri pengolahan garam industri menjadi 52,50 persen,
(d) utilisasi industri pengol,ahan hasil laut menjadi 45
persen, dan (e) nilai realisasi penanaman modal
asing/ penanaman modal dalam negeri hilirisasi garam
menjadi 7,37 triliun rupiah, Untuk mewujudkan
pengembangan industri garam dan produk olrrhan hasil laut
dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan glaram
industri terintegrasi, (b) penguatan sarana dan prasarana
industri garam, (cl pengembangan produk olahan laut dan
bioprospeksi sumber daya kelautan.

(16) Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
sebagai upa.ya untuk meningkatkan ketersediaan data
kualitas air sungai dan danau, meningkatkan kualit€.s air
permukaan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran
air di sektor industri; diantaranya tergambar pada (a)
ketersediaan status mutu daerah aliran gungai dan danau
menjadi 190 data, (b) jumlah sungai dan danau yang
mengalami peningkatan status mutu menjadi 5 lokasi, (c)
jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor
indeks risiko lingkungan hidup sektor air menjadi 5
kabupaten/kota, dan (d) jumlah industri yang memenuhi
kualitas air limbah sesuai baku mutu menjadi 2.940
industri. untuk mewujudkon peningkatan pengelolaan
kualitas air sungai dan danau dapat dilaksanalan melalui
(a) pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air
sungai dan danau, (b) peningkatan kualitas air melalui
pengelolaan air limbah, (c) peningkatan sarana prasarana
pengujiafl kualitas air, dan (d) pengendalian pencemaran air
di sektor industri.

(17) Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/ lahan urug
residu sebagai upaya untuk mendukung penurunan
sampah residu yang masuk di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu, diantaranya tergambar pada (a)

timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
sebesar 24 persen (termasuk 16 persen terdaur uLang), (b)
tempat pemrosesan akhir/Iahan urug residu yang
dioperasikan secara sanitary landfill I tingkat pengontrolan
penuh, (c) volume penanggulangan sampah dari aktivitas
masyarakat di pesisir dan laut sebesar 18 ton. Untuk
mewujudkan peningkatan pengumpulan dan pengolahan
sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan
akhir/Iahan urug residu dapat dilaksanakan melalui (a)
penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah,
(b) pembinaan dan pengawasan teknis pengumpulan dan
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pengangkutan sampah, (c) pembinaan dan pengawasan
tempat pemrosesan akhir sanitary landfill, (dl pengelolaan
sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
(e) penanganan sampah dari badan air.

(18) Perubahan perilaku dan penguatan t,,ta keloLa
persampahan sebagai upaya untuk meningkatkan sampah
yang dikeloLa dan meningkatkan jumlah kabupaten/kota
dengan kepala keluarga yang melalukan pengelolaan
sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total berbasis
masyarakat), diantaranya tergambar pada (a) persentase
sampah yang dikelola menjadi 51,21 persen, dan (b) jumlah
kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan
pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total
berbasis masyarakat) menjadi 30 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan tata kelola
persampahan dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan
kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan pengelolaan
sampah; (b) pengembangan data dan sistem informasi
persampahan; (c) pembinaan dan pengawasan sistem
pengelolaan sampah; (d) pengembangan inovasi dan
standardisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah; dan
(e) perubahan perilaku untuk pemilahan sampah.

(19) Transformasi tata keloLa industri pertahanan dan penerapan
skema spend to inest sebagai upaya untuk mewujudkan
transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan
skema spend to inuest, yang tergambar pada persentase
perjanjian Imbal Dagang l(andungan Lokal dan Ofset yang
terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri
menjadi 100 persen. untuk mewujudkan transformasi tata
kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to
inuest dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
alpalhankam srynd to inuest matra d€rat, (b) pengembangan
alpalhankam spend. to inrest matra laut, dan (c)
pengembangan alpalhankam spend to inuest matra udara.

(2Ol Penguatan faktor pendukung ekonomi digital sebagai upaya
meningkatkan pengembangan ekonomi digital dalam
mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap produk
domestik bruto, yang tergambar pada (a) proporsi remaja
dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan
teknologi informasi dan komputer 83 persen, (b)
peningkatan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan
komputer (kumulatif) 3,21 persen. Untuk mewujudkan
penguatan faktor pendukung ekonomi digital dapat
dilaksanakan melalui (a) pengembangan sumber daya

SK No 189349A

manusia dieital dan digitalisasi masyarakat; (b) penguatan



Erf+ild{[l
I( INDONESIA

-34-

No
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2025

infrastruldur dan pelindungan keamanan data; (c) riset dan
pengembangan ekosistem ekonomi digital; dan (d)
pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis,

(211 Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor
strategis lainnya sebagai upaya meningkatnya
pengembangan ekonomi dan indugtri digital, di ant€ranya
tergambar pada (a) indeks transformasi digital nasional pilar
bisnis menjadi 40,215; (b) tingkat kesuksesan startup digital
nasional /success rate sbrfutp digital) 

'Jrer]jadi 
6 persen; (c)

jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) > 3.O menjadi 87 perusahaan;
dan {d) kontribusi sektor informasi dan komunikasi
terhadap PDB menjadi 4,3 persen. Untuk mewujudkan
penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor
strategis lainnya dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan industri dan perangkat digital, (b) penguatan
pengembangan ekonomi digital usaha mikro, kecil, dan
menengah, (c) pengembangan digitalisasi perdagangan, (d)
pengembangan keuangan dan perbankan digitaf, (e)
pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan, (f)
pengembangan media digital, (g) pengembangan digitalisasi
transportasi dan pariwisata, (h) pelayanan kesehatan digital,
(i) pengembangan digitalisasi pendidikan, fi) percepatan dan
perluasan digitetisasi daerah, serta (k) pengembangan
digitalisasi sektor energi dan lingkungan.

(22) Pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai upa.ya
mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan serta
mengurangi sisa pangan dari peLaku usaha dan konsumen,
serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat
diselamatkan dan dimanfaatkan kembali, di antaranya
tergambar pada (a) persentase penurunan susut pangan
menjadi 3-5 persen, dan (b) persentase pangan yang
terselamatkan menjadi 3-5 persen. Untuk mewujudkan
pengelolaan auaut dan sisa pangan dapat dilaksalakan
melalui (a) pengembangan kebljakan dan standar susut dan
sisa pangan; (b) peningkatan infrastruktur dan sarana
pangan pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (c)
pcningkatan sarana, prasarana, dan keqja sama
penyelamatan pangan.

(23) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati,
serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya
genetik sebagai upaya meningkatnya pemanfaatan sumber
daya genetik secara berkelanjutan dan meningkatnya

SK No 189348 A

pengelolaan keamanan hayati lbiosafetg dan bioseatrityll, di



PRES!DEN
NEPUBUK INDONESIA

-35-

No
Perihal

Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2O25

antaranya tergambar pada (a) jumlah produk yang
dikembangkan melalui bioprospeksi menjadi 15 produk
(kumulatif), (b) jumlah penerapan bioteknologi yang
dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi menjadi
50 produk, dan {c) jumlah rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan keamanan hayati (biosafetg dan bioseatitgil
menjadi 44 rekomendasi kebijakan (kumulatif). Untuk
me*rrjudkan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi,
keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan
sumber daya genetik dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, serta akses dan
pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (b)
pengelol,aan keamanan hayati (biosafetg and biosecuritg).

(24) Peningkatan kualitas ekosistem gambut diLakukan melalui
optimalisasi ketersediaan data dan informasi karakterietik
ekosistem gambut serta pemulihan lahan gambut untuk
mendukung pembangunan rendah karbon, di antaranya
tergambar pada (a) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
menjadi 64,15 dan (b) jumlah industri yang memenuhi
kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi
245 industri. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas
ekosistem gambut dapat dilaksanakan melalui (a)
pengelolaaa data dan informasi ekosistem gambut dan (b)
pemulihan ekosistem gambut mencakup pembangunan
infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegptasi, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(25) Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa merupakan
upaya untuk meningkatkan ketahanan kawasan Pantura
Jawa terhadap daya rusak air termasuk pemenuhan
pelayanan dasar yang diintegrasikan dengan pengembangan
kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal
ini tergambar pada (a) perlindungan 200 hektare kawasan
Pantura Jawa dari risiko daya rusak air, (b) penambahan
kapasitas prasarana air baku sebesar 0,2 m3/detik, (c)
peningkatan akses air minum jaringan perpipaan menjadi
31,5 persen, dan (d) 32 kabupaten/kota memiliki instalasi
pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi
dengan baik. Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
dilaksanakan melalui (a) pengendalian daya rusak air, (b)
penyediaan air baku dan air minum, (c) pembangunan
sistem pengelolaan air limbah domestik, (d) pemantauan
penurunan muka tanah, (e) peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan (f) pengembangan kawasan.
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3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan
Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut

(l) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan
Ketahanan Siber

Penlrusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan
Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan
dinamika ancarran keamanan nasional yaitu peningkatan
jumLah serangan siber berbentuk mahtare ke Indonesia.
Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di scgala
aldivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika
disalahgunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab.
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahaflan
Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap
kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan
penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di
Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral,

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan
Nasional

PenJrusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Pangan Nasional merupakan perintah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan.
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini diperlukan
untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah
kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan
pangan.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih

Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat
Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata
ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi
laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata
kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkeLanjutan,
mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana. Tanasi
Kawasan Antar Wilayah laut Utara Papua
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5. 1. Pertahanan Keamanan

5. 1. 1. Sasaran dan Target

Fondasi pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga
pada ketahanan negara yang kokoh. Untuk menga.wal
keberhasilan langkah ters€but telah dirumuskan sasaran
pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasmn ds Indrkator TerE t 2025

Tcdsaanya kedaulatan ne$!a dan penguatan ltabilitas k€amanan na$onal s.bagar fonda$
pclak.anarn p€mhngumn

I P.renta- F.mcnuhan P.mbansunan Kckuatrn Pokok TNI 30.3

2 Aon&rglndultri Penahansn (SIPRI Top l0O) <t@

3 P.r8etas Sumb.r Daya Nesional Fng Dimmhatkan Ecnjadi K€kualsn rm

5.1.2. Intervensi

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran kebijakan
pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2,
dilaksanakan arah kebljakan sebagai berikut:

1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas
keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan
pembangunan dilaksanakan melalui (a) pembangunan
postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangarr
industri pertahanan, dan (c) komponen cadangan dan
komponen pendukung

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 pada
tahun 2025, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-
masing arahan kebdjakan sebagai berikut.

1. Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya
gentar kawasan sebagai bagian dari pembangunan postur
dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan
postur pertahanan dengan konsep Optimam Essential Force
(OEF) dalam rangak meningkatkan efektivitas menjaga
kedaulatan NKRI, (b) meningkatkan kekuatan TNI di daerah
perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan
teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat
kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e)

meningkatkan kesiapan Alpalhankam melalui pemeliharaan
dan p€rawatan
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2. Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju,
mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari
pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan
kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi
kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri, (b)
meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-
produk industri strategis nasiona-l dan mendayagunakan
sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri,
serta (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan
penerapan skema spend to invest

3. Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan
komponen pendukung dilaksanakan melalui (a) penguatan
konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat
Indonesia dan memperkuat komponen cadangan dan (b)
pembinaan komponen pendukung untuk penguatan
pertahanan negara.

5.2. Reformasi Birokrasi

5.2.1. Sasaran dan Target

Birokrasi sebagai motor penggerak utama pembangunan
berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan. Tata keloLa pemerintahan yang baik dapat
diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh,
didukung transformasi digital sebagai elemen kunci. Reformasi
birokrasi diharapkan dapat menciptakan tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga
dapat menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas.
Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, telah
dirumuskan sasaran kebiiakal pembangunan pada tahun 2025
sebagqi b€dkut

Sae.rah de Indikslor 1!r8.t 2025

T.m\iudnrE tata kclo{a pelayanan pubhk yang ctcktu dan s}unrabcl

I Ind.ka F.layEmn Publik 3.64^

2 Nihi At<untabilita! Kin..ja Rat!"Rata Na.ional 70,00

Tcrrujudnya Fmcrintahan b.rbasis di6t li6asi ,snA t.aDsFr'an, inklusif dan .lid.n
3 IndeLs Si3t b F.d.rlrtrllh B..trasi. El.ktturik

3,OOq
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5.2.2. Intervensi

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran kebijakan
pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7, khususnya
dalam penguatan reformasi birokrasi s6lagei fondasi
pembangunan dilaksanakan melalui (l) pemerintah digital dan
(2) transformasi tata kelola pelayanan publik pembangunan.

Sebagai langkah konkret dalam upaya pencapaian sasaran
kebdakan pembangunan lingkup reformasi birokrasi, dilakukan
serangkaian intervensi kebijakan sebagaimana berikut:

l. Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang
transparan, inklusif dan efisien dilaksanakan melalui (a)

penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan
teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi
dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi
digital Layanan publik prioritas dan (e) penguatan
ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

2. Terwujudnya tata keloLa pelayanan publik yang efektif dan
akuntabel dil,aksanakan melalui (a) tata kelola pelayanan
publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangu.nan,
dan (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program
pembangunan nasional.

Lebih lanjut, sebagai bentuk upaya untuk mendukung
p€nguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan akuntabel, serangkaian intervensi guna
mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi dengan
melakukan (a) penyempurnaan kebdakan dan regulasi melalui
penJrusunan grand design dan peta jalan Reformasi Birokrasi
(RB), (b) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKP), (c) penguatan implementasi kebijakan manajemen risiko
pembangunan serta (d) penyederhanaan mekanisme
perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan
akuntabilitas kinerja pemerintah melalui sistem terintegrasi.

6. Proycl Stratcgl. I[r.loral
Proyek Strategis. Nasional dirancang sebegei proyek atau
program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis,
terukur, dan berdampali sigrrifrkan pada pencapaian sasaran
RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas
Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk
mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
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berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan
pembangunan.

Sesuai dengan prioritas Presiden, Proyek Strategis Nasional yang
telah ditetapkan sebelumnya ditambahkan dengan: Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis, Proyek Strategis
Nasional Sekolah Rakyat, Proyek Strategis Nasional Koperasi
Merah Putih, Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan,
Proyek-Proyek Strategis Nasional yang mendukung pengentasan
kemiskinan, dan Proyek-Proyek Strategis Nasional dalam rangka
pengelolaan sampah.

1. Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis

Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya
perbaikan gizi, memperkuat ketahanan pangan serta kualitas
pendidikan dan paftisipasi siswa dan santri. Selain itu, Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan
penurunan kemiskinan. Komponen utama proyek strategis
nasional ini adalah pemberian makan bergizi didukung dengan
ekosistem p€ndukung yang melibatkan kementerian, lembaga,
mitra pembangunan dan masyarakat. Sasaran penerima
manfaat Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis adalah
anak sekolah pada seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk memaetikan efektivitas
prograrn, penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional Makan
Bergizi Gratis harus diperkuat dengan penyelenggaraan edukasi
gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran
antropometri, penyediaan sarana air bersih dan saflitasi,
penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan,
penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan,
pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur
listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan
masyarakat, petani, dan petemak lokal serta nelayan. Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan di
seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi

2. Proyek Strategis Nasional Sekolah Ralryat

Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat bertujuan untuk
memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan
pendidikan berkualitas berbasis asrama, mencakup jenjang
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah
Menengah Atas, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,
rentan (desil 1-2), penyandang disabilitas, serta anak-anak yang
tidak atau belum bersekolah. Proyek Strategis Nasional ini
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menekankan pendidikan formal yang disertai penanaman
karakter, kepemimpinan, dan ketangguhan melalui
pengembangan sarana prasarana, kurikulum yang
komprehensif, tenaga pendidik yang inklusif, serta pengasuhan
yang optimal. Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh
Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Kementerian
Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,
dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta didukung oleh
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,
Kementerian PANRB, dan pemerintah daerah.

3. Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/ Kelurahan Merah
Putih

Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi
desa/kelurahan, meningkatkan ketahanan pmgm, dan
mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif dan
berkelanjutan. Proyek strategis nasional ini dil,aksanal(an di
seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Koperasi akan
menjalankan usaha seperti sembako, simpan pinjam, klinik,
apotek, pergudangan/cold storage, logistik, serta usaha lain
yang disesuaikan dengan potensi lokal. Tahun 2025 difokuskan
pada pembentukan koperasi, pemetaan potensi usaha,
penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta
penlrusunan peta jalan sebagai dasar pengembangan program.
Selanjutnya, tahun 2026-2029 diarahkan pada peningkatan
kapasitas usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan
koperasi dengan berbagai pihak. Proyek ini dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan dilaksanakan oleh
Kementerian Koperasi serta kementerian/lembaga lainnya
bersama pemerintah daerah.

4. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan

Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan bertujuan
untuk membangun ekosistem digitalisasi pembelajaran di
sekolah dengan menyediakan perangkat dan infrastruktur
pendukung. Komponen utama dalam proyek strategis nasional
ini meliputi penyediaan smartboad, laptop, media penyimpanan
konten (misalnya ertemll farddisk diuel, serta akses internet
satelit dan pnnel surya untuk satuan pendidikan yang tidak
terhubung ke internet dan/atau akses listrik. Selain itu, proyek
strategis nasional ini juga mencakup penyediaan konten
pembelajaran berkualitas melalui platform digital yang sudah
dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan
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Kementerian Agama yang dirancang untuk mendukung proses
belqfar-mengajar secara interaktif dan sesuai denga.n
perkembangan zaman serta berfokus pada kebutuhan beLajar
siswa. Untuk memastikan efektivitas digitalisasi pendidikan,
diselenggarakan pelatihan be{enjang mulai dari pembekalan
fasilitator nasional sampai dengan guru di tingkat satuan
pendidikan. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan
akan menyasar satuan pendidikan di bawah Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama di 38
provinsi.

5. Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan

Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan
dilaksanakan melalui integrasi Program Kartu Kesejahteraan
dan Program Kartu Usaha Afrrmatif untuk mempercepat
penurunan kemiskinan. Proyek strategis nasional ini mencakup
dua pilar utama yaitu Program Kartu Kesejahteraan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan tunai, barang,
dan subsidi tepat sasaran (seperti Program Keluarga Harapan,
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako,
subsidi energi, dan tranaportasi murah). Pilar kedua adalah
Program Kartu Usaha Afirmatif yang bertujuan pemberdayaan
masyarakat yang meliputi pelatihan ketenagakerjaan, vokasi,
kewirausahaan, pendampingan teknis dan manajerial, serta
akses terhadap pasar dan permoda.lan. Program strategis
nasional ini dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator
Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian / lembaga
terkait lainnya, dengan menggunakan satu Data T\rnggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan. Proyek Strategis
Nasional Pengentass.n Kemiskinan dilaksanakan bersinergi
dengan program prioritas nasional lainnya antara lain Makan
Bergizi Gratis, Penyediaan Perumahan, Hilirisasi Industri,
Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan. Pelaksanaan
p€ngentasafl kemiskinan dilakukan di seluruh Indonesia dengan
provinsi prioritas Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua
Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

6. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu

Perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Pengelolaan Sampah Terpadu mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2Ol8 tentang Percepatan Pembangunan
Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada
periode RPJMN Tahun 2020-2024, instalasi pengolah sampah
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Surabaya dan Surakarta. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menargetkan
pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik
di 1O kota lainnya, yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang
Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar,
Palembang, dan Manado. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan
Sampah Terpadu juga akan dilaksanakan di kota-kota lain yang
diprioritaskan pada kota-kota dengan kapasitas timbulan
sampah di atas 1.0OO ton/hari. Proyek Strategis Nasional
Pengelolaan Sampah Terpadu mencakup pembangunan instalasi
fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Selain itu
juga membuka opsi penerapan teknologi pengolahan sampah
lainnya yang ramah lingkungan, serta memperluas cakupan
lokasi proyek sesuai dengan tingkat urgensi dan kriteria
kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Untuk mendukung
keberlanjutan, Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah
Terpadu perlu disertai perbaikan tata kelola mulai dari sinergi
perencanaan, program prioritas perubahan perilaku, regulasi,
peningkatan kapasitas operator, membentuk kelembagaan yang
sesuai, penegakan hukum, dan pendanaan yang berkelanjutan
baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai
dengan rencana, pemerintah memberikan kemudahan dalam
bentuk perijinan maupun selain peruinan menurut peraturan
perundangan. Pemerintah juga melakukan langkahJangkah
pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaannya serta
menyelenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional
pada proyek strategis nasional.

Selain pelaksanaan proyek strategis nasional, upaya penurunan
tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan pertumbuhan tinggi berkelanjutan, juga didukung
oleh beberapa kegiatan prioritas utama. Hal tersebut merupakan
kebijakan yang mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pihak
baik kementerian/lemb" ga, pemerintah daerah, BUMN, swasta
dan stakelalders lainnya, yang memiliki daya ungkit tinggi
terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025

Penguatan Pers Dan Media Massa yang Bertanggung Jawab,
Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BBJO'S)

Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan
Skema $pend To Inest

No

1

2
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4

6

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah

Pengembangan Kawasa-n Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera SeLatan

5 Pengembangal Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya

7 Pengembangan Pangan Akuatik (BIue Food)

8 Pengembangan Pangan Hewani

9 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

10 Fortilikasi dan Biofortifikasi Pangan

1l Peningkatan Penyediaan Energi

12 Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi

13 Penguatan Implementasi Tralsisi Energi Berkeadilan

14 Konservasi Sumber Daya Air

15 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir

16 Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan,
dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS

l7 Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

18 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital

19 Penguatsn Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis
Lainnya

20 Pengelolaan Susut dan Siaa Pangan

2l Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati,
Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik

22 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau

23 Peningkatan Kualitas Ekosistem cambut

24 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

25 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta
Pemrosesan Residu di TPA/LUR
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26 Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

27 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital

28 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan
Digitalisasinya

29 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

30 Percepatan Pembangunan Destina8i Pariwisata Prioritas
Borobudur-Yograkarta-Prambanan

31 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Lombok-Gili Tramena

32 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau
Toba

33 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Labuan Bajo

34 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

35 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

36 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang
Berkualitas (PHTC)

37 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

38 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggut

39 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi
Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan,
Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, .In-

Service Tfainingil, Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan
Berbasis Kin€tja

40 Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

41 Peningkatan Fungsi Intermediasi dan l,ayanan Pemanfaatan
Iptek dan Inovasi

42 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni
Budaya

43 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan
lnovasi

44 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTNI Olahraga
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46 Pencegahan dan Penurunan Srunring

47 Penyelenggaraan Pemeriksaan KesehatanGratis

48 Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu
MenJ.usui, dan Balita

49 Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

50 Penuntasan TBC

51 Eliminasi Penyakit Kusta & Schrlstosomrlasis

52 Investasi Pelayanan Keaehatan Primer

53 Pembangunan RS Lengkap Berkualitr.s di Kabupaten/Kota dan
Pengembangan PeLayanan Kesehatan Bergerak dan Daeralr
Sulit Akses

54 Produksi dan Pendayagunaan SDM Keoehatan

55 Pengembangan Hilirisasi Nikel

56 PengembanganHilirisasiTembaga

57 PengembanganHilirisasiBauksit

58 Pengembangan Hilirisasi Timah

59 Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit

60 Pengembangan Hilirisasi Kelapa

6I Pengembangan Hilirisasi Rumput laut

62 Pengembangan Industri Kimia

63 PembangunanlndustriSemikonduktor

64 PengembanganlndustriDirgantara

65 Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

66 Penguatan Industri lpgam Dasar, Besi dan Baja

67 Pengembangan Kek Sei Mangkei

68 Pengembangan KIT Batang

69 Pengembangan KI Weda Bay

70 Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran
melalui Kartu Kesejahteraan
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7l Peningkatan Daya Saing metalui Kartu Usaha Produktif

72 Pcningkatan Kemandirian MeLalui Kartu Usaha Alirmatif

73 Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pcmindahan
Ibu Kota Nusantara

74 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegresi dengan PSU

75 Pcmenuhan Layanan Dasar dan Infrestruktur Desa

76 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

77 Peningkatan Kescjahteraan ASN melalui Pcnerapan Konscp
Total Reutard Berbasis Kinerja ASN

78 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

79 Ekstensifikasi dan Intensiftkasi Penerimaan Perpajakan

60 Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

81 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

82 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawaoan
Pemajuan Kebudayaan

83 Peningkatan Ketahanan lklim Pesisir dan Laut
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